BUPATI DONGGALA

PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA

NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

a. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan

usaha telekomunikasi, telah mendorong
peningkatan pembangunan menara
telekomunikasi dan sarana pendukungnya,
sehingga untuk menjamin kenyamanan dan
keselamatan masyarakat serta menjaga
kelestarian lingkungan. maka perlu dilakukan
pengendalian terhadap keberadaan menara
telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah;

. bahwa untuk mencegah terjadinya pembangunan

dan pengoperasian menara telekomunikasi yang
tidak sesuai dengan kaidah tata ruang,
lingkungan dan estetika, perlu dilakukan
pengendalian, penataan, pembinaan, dan
pengawasan terhadap pembangunan dan
pengoperasian menara telekomunikasi;

. bahwa penjelasan Pasal 124 Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, tidak memiliki kekuatan

hukum mengikat berdasarkan putusan
Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-XI/2014,
sehingga retribusi pengendalian menara

telekomunikasi perlu disusun dengan berdasar
pada Pasal 151, 152 dan Pasal 161 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di
Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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5049);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali
dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010

tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11

Tahun 2016 Tentang urusan pemerintahan
Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah
Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);

. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12

Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Donggala (lembaran Daerah Kabupaten Donggala
Tahun 2016 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA

Menetapkan

dan
BUPATI DONGGALA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Donggala.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat
DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan wusaha maupun yang tidak
melakukan usaha.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian
izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh
pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh
pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan
umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya
disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan terhadap
pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan
memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan
umum.

Penyelenggara Tekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan
usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha
swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara yang telah
mendapatkan izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi,
jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.

Operator adalah perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi
yang dalam menjalankan kegiatannya memerlukan Tower Based
Transeiver Station (BTS) yang selanjutnya menjadi
penyewa/pengguna Menara Bersama Telekomunikasi.

Pengelola Menara adalah badan wusaha yang mengelola atau
mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak
lain.

Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai
penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk
konstruksinya disesuaikan dengan keperluan  jaringan
telekomunikasi.

Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan
yang mengunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum yang
bersangkutan.

Objek Retribusi Jasa Umum adalah Pelayanan yang disediakan
oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.

Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk
pemungut atau pemotong retribusi Jasa Umum.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD,
adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah
dilakukan dengan mengunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan
besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi kerena
jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang
atau seharusnya tidak terhutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD,
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda.



19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah dan retribusi daerah.

20. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau
untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu
waktu tertentu dan atau syarat-syarat yang ditentukan oleh
Undang-Undang.

21. Insentif pemungutan retribusi daerah adalah insentif yang
diberikan kepada aparat pemungut retribusi pada instansi terkait
yang dihitung berdasarkan kinerja tertentu.

BAB II
NAMA,OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut
retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan Pelayanan Jasa
Pengendalian Menara Telekomunikasi yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah
pemanfaaatan ruang yang digunakan untuk menara telekomunikasi
dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan
umum.

Pasal 4

(1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
memperoleh pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan
pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan sebagai
Retribusi Jasa Umum.
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BAB IV
TINGKAT PENGGUNAAN JASA, MASA DAN
PRINSIP RETRIBUSI

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang
dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah
Daerah untuk penyelenggaraan pelayanan jasa pengendalian
menara telekomunikasi antara lain berupa jumlah kunjungan
dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

Masa Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 7

Perinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan
untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan
pengendalian menara telekomunikasi.

Biaya penyediaan jasa dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja
langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara
telekomunikasi berupa Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja
Barang Pakai Habis.

BAB V
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Penghitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa
meliputi belanja langsung terkait kegiatan Pengawasam dan
Pengendalian Menara Telekomunikasi berupa Belanja Perjalanan
Dinas dan Belanja Barang Pakai Habis.

Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan Formulasi dengan
memperhitungkan faktor jenis menara, jarak tempuh dan frekuensi
pengendalian menara telekomunikasi.

Formula perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah sebagai berikut :

RPMT = KUM+KJT x Tarif x FPMT

2
Keterangan :
RPMT = Retibusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
KJM = Koefisien Jenis Menara
KJT = Koefisien Jarak Tempuh
FPMT = Frekuensi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Nilai Koefisien yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :



()

(6)

(7)

(8)

a.Koefisien Jenis Menara:

No Jenis Menara Nilai Koefisien
1 Menara 4 Kaki (Rectangular Tower) 1,1
Menara 3 Kaki (Triangle Tower) 1,0
Menara 1 Kaki (Monopole Tower)) 0,9
Jumlah 3,0

b. Koefisien Jarak Tempuh :

No Lokasi/Kawasan Menara Nilai Koefisien
1 Kecamatan Balaesang Tanjung,
Dampelas, Sojol, Sojol Utara, Rio 1,1
Pakava dan Pinembani
2 Kecamatan Banawa Selatan,
Labuan, Tanantovea, Sindue, 1.0
Sindue Tombusabora, Sindue ’
Tobata, Sirenja dan Balaesang
3 Kecamatan Banawa, Banawa
0,9
Tengah
Jumlah 3,0

Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan
penjumlahan antara Biaya Perjalanan Dinas dengan Belanja Barang
Pakai Habis.

Frekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
sebanyak 4 (empat) kali kunjungan permenara pertahun.

Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditinjau kembali
paling lama (3) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga
dan perkembangan perekonomian.

Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
ditetapkan dangan peraturan Bupati.

BAB VI
WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut di wilayah
Daerah.

(1)
(2)

(3)

Pasal 10

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan;

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
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BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau
ditempat lain yang ditunjuk sesuai dengan yang ditentukan dengan
menggunakan SKRD.

Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk,
maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas
Umum Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja atau dalam
waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 12

Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib
retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu
tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan oleh Bupati.

Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib
retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas
waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung-
jawabkan.

Pasal 13

Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
diberikan tanda bukti pembayaran.

Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

Bentuk, isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran
ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 14

Penerbitan surat teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis
sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi
dikeluarkan segera setelah 7 (Tujuh) hari sejak jatuh tempo
pembayaran.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal waktu surat
teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus
membayar retribusinya yang terutang.

Surat teguran sebagaima yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan
oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dan pejabat
yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah
Dinas yang membidangi urusan telekomunikasi.



Pasal 15

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan
penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1)
ditetapkan oleh Bupati.

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB IX
TATA CARA PERUBAHAN TARIF

Pasal 16

Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
Peninjauan Tarif Retribusi kembali sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan
perkembangan perekonomian.

Penetapan peninjauan tarif Retribusi kembali sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB X
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 17

Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya
kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
jelas disertai alasan-alasan yang jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi
tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
adalah sesuatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau
kekuasaan Wajib Retribusi.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar
Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 18

Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat
Keberatan diterima, Bupati harus memberi keputusan atas
keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan
Keberatan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk
memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa
keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya
Retribusi yang terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan
yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
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Pasal 19

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya,
kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama
12 (dua belas) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak
bulan pelunasan sampai diterbitkannya SKRDLB.

BAB XI
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan
pembebasan retribusi.

Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan
kemampuan wajib retribusi.

Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi
ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

Atas  kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan
keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap
dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang, kelebihan pembayaran
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan terlebih dahulu utang Retribusi.

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama
2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan

setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran
kelebihan pembayaran Retribusi.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Bupati.
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BAB XIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluarsa

setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak

saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi

melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tertangguh jika :

a. diterbitkan Surat Teguran atau; atau

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik
langsung maupun tidak langsung;

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal

diterimanya Surat Teguran tersebut.

Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan

kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan

belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan

permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan

permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 23

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak
untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat
dihapuskan.

Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Retribusi yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah
kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 24

Bupati berwenang melakukan pemeriksaaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka
melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang
berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau
ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna
kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

10



(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

BAB XV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 25

Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan
insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

Pemberian insentif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati dengan
berpodoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif
berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang
terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.

Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
didahului dengan Surat Teguran.

Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 27

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah

Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk

melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara

Pidana.

Penyidik Sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat

Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang

diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang
Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi
lebih lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangqgan mengenai
orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi
Daerah;
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d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan
sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda,
dan/atau dokumen yang dibawa;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
Retribusi Daerah;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

j- Menghentikan penyidikan; dan/atau

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling
lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali
jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
penerimaan Negara

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Bab XI Pasal
60, pasal 61, pasal 62, pasal 63, pasal 64, dan pasal 65. Peraturan
Daerah Kabupaten Donggala Nomor 2 tahun 2011 dan Peraturan
Pelaksananya yang memuat tentang Pengendalian Menara
Telekomunikasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 30
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 17 Oktober 2017

BUPATI DONGGALA,

ttd

KASMAN LASSA

Diundangkan di Donggala
Pada tanggal 18 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA

ttd

H. AIDIL NUR
Pembina Utama Madya
NIP. 19600511 198603 1019

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2017 NOMOR 3
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 98,03 TAHUN 2017

Salinan sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA,
BAGIAN HUKUM

Penata Tingkat I
NIP. 19710806 200212 1 005
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PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

PENJELASAN UMUM

Semakin meningkatnya  kegiatan usaha di bidang
telekomunikasi yang sejalan dengan perkembangan masyarakat
terhadap kebutuhan akan penggunaan alat komunikasi, telah
mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi dan
sarana pendukungnya, sehingga untuk menjamin kenyamanan dan
keselamatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan,
maka perlu dilakukan pengendalian terhadap keberadaan menara
telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah.

Kebijakan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya
pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang
tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika,
sehingga perlu dilakukan pengendalian, penataan, pembinaan, dan
pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara
telekomunikasi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Daerah Kabupaten
Donggala memandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Untuk selanjutnya,
tindak-lanjut dari Perda ini adalah dengan segera menyusun dan
menetapkan  Peraturan Bupati sebagai petunjuk teknis
pelaksanaannya.

Sebelumnya “besaran tarif retribusi ditetapkan 2 % (dua
persen) dari nilai jual objek pajak bangunan menara yang
digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan bangunan
menara telekomunikasi”. Pengenaan besaran tarif retribusi dalam
regulasi terdahulu sebesar 2 % tidak bisa dilepaskan dari ketentuan
dalam Penjelasan Pasal 124 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi (UU PDRD).

Namun Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan bernomor
46/PUU-XI/2014 yang diucapkan tanggal 26 Mei 2015 telah
mengabulkan permohonan pemohon (PT Kame Komunikasi
Indonesia) sekaligus MK menghapus Penjelasan Pasal 124 UU No.
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terkait
tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi maksimal 2
persen dari nilai jual objek pajak (NJOP). Soalnya, selain metode
penghitunganya tidak jelas, ketentuan itu menimbulkan
ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi perusahaan
telekomunikasi.

Menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 9 Juni 2015 Dirjen
Perimbangan Keuangan telah mengeluarkan Surat Edaran kepada
seluruh Kepala Daerah untuk menindaklanjuti putusan MK
tersebut dengan tata cara perhitungan tarif retribusi pengendalian
menara telekomunikasi yang akan diatur selanjutnya berdasarkan
Pasal 151, 152 dan Pasal 161 UU PDRD.

Sehingga dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi ini, selain memuat ketentuan
pelaksanaan pengelolaan retribusi, juga memuat besaran tarif
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II.

retribusi yang “menyimpangi” ketentuan 2 persen dari NJOP. Hal
ini dilakukan berdasarkan asas lex posterior derogat legi priori,
bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang ada kemudian
(baru) mengalahkan peraturan perundang-undangan yang ada
terdahulu (lama). Bahwa putusan MK sebagai peraturan yang
kedudukannya sama dengan undang-undang telah menghapus
penjelasan Pasal 124 UU No.28 tahun 2009, sehingga peraturan
perundang-undangan yang akan dibentuk (khusus tarif retribusi
menara telekomunikasi) tidak bisa lagi berdasarkan ketentuan
perundang-undangan yang telah dihapus oleh MK tersebut.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Belanja Perjalanan Dinas berdasarkan Standar Biaya
Umum dan Belanja Barang Habis Pakai berdasarkan
Standar Harga Kabupaten Donggala.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)

Contoh perhitungan Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi:
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Untuk menghitung Retribusi Sebuah Menara Telekomunikasi
terletak Di Kecamatan Sojol Utara dengan Struktur 4 Kaki adalah:

Satu tim terdiri dari 4 orang

1 (Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III/Gol IV) = Rp 275.000
2 (Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV/Gol III) = Rp 250.000
3 (Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon -/Gol III) = Rp 200.000
4 (Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon -/Gol II) = Rp 175.000

Biaya Transportasi yang digunakan untuk Setiap Petugas adalah Rp
300.000 perorang dengan waktu 3 hari Kerja = Rp 1.200.000

1 (Penginapan untuk Eselon III/Gol IV)= Rp 175.000
2 (Penginapan untuk Eselon IV/Gol III)= Rp 150.000
3 (Penginapan untuk Eselon -/Gol IlI)= Rp 125.000
4 (Penginapan untuk Eselon -/Gol II)= Rp 115.000

Letak menara berada di Kecamatan Sojol Utara dengan struktur
menara 4 kaki, maka besar Retribusi menara tersebut adalah:

KJM + KJT x Tarif x Frekuensi

Rumus: RPMT =
2

(1,1+1,1)x4.507.000 x 4

2

2,2x4.507.000 x 4

2

2,2 x18.028.000

2
39.661.600
2
RPMT = Rp. 19.830.800
Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Ayat (8)
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
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Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Maksud keadaan di luar kekuasaannya adalah suatu

keadaan yang
kekuasaan Wajib Retribusi.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

kehendak atau

17



Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN
2017 NOMOR ....

DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN
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